1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggelapan
Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP

sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan,
dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya
Sembilan ratus rupiah.”

Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama
dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan
adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang

mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.*®

Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau
penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang
untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana

dalam ketentuan tersebut.

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana
penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, menurut Tongat bahwa tindak pidana

dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

1% Lamintang. op. cit. him 95



a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
1. Mengaku sebagai milik sendiri.
2. Sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1. Mengaku sebagai milik sendiri
Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari Zich
toeeigenen sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh
beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2. Sesuatu barang
Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya
merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya,
radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam
perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada
benda bergerak atau tidak berwujud.

3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain
Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah
barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain.
Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada

pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.



Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan
barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap
ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai.
Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif
sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam
pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur
menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal
ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan,
menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai
dalam penggelapan harus ada pada pelaku.
Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena
kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan
pidana pencurian.

5. Secara melawan hukum
Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan
orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang
dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan
sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena
kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi
kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut
untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut

berarti melakukan penggelapan.



6. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai
istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah
kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan

atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan

377 KUHP.

1.

Penggelapan biasa
Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam

Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

. Penggelapan ringan

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana

yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang
yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya

atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan
oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali,
curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma,
tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut

(Pasal 375 KUHP).



B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan
petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau
tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau

tidak®?.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa
pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada
tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku'?. Secara subjektif
kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana)
untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk
adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus

ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana
adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum
yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat
undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.*®
Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34

memberikan  definisi  pertanggungjawaban  pidana  sebagai  berikut:

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada

' http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana. html

' Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,
Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hal 11

" Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75



pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat

untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pada penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru
bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang
yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk
dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban
pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada
pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana

karena perbuatannya™.

Pada bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee
terdapat padanan katanya, Vyaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan
toerekenbaar™. Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan
toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban
kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompee
keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi
perbuatan yang toerekeningsvatbaar. Kebijakan menetapkan suatu sistem
pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan

persoalan pemilihan dari berbagai alternatif.

* Naskah Rancangan KUHP Baru Buku | dan Il Tahun 2004/2005 (penjelasan).
> Andi Hamzah.op.cit., hal.131



Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban
pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan
bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat Sehubungan
dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai

berikut :

“Berbicara tentang konsep liability atau ‘“pertanggungjawaban” dilihat
dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum
pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of
Law, telah mengemukakan pendapatnya™”/ .... Usethe simple word

“liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally

subjected to the exaction ”.*°

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban atau liability tersebut
diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara
timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan
konsepsi liability. Teori  pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan
sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku

dari seseorang yang telah dirugikan.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap
kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya
keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran
ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian
menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebu tidak lagi dari nilai suatu
pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan

yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

'® Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama Jakarta:
Yayasan LBH, 1989, hal 79



1. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari
pembicaraan mengenai  perbuatan pidana. Orang tidak mungkin
dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak
pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana
unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi.

Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral
dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan
objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur
pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari
kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan

kealpaan).

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana
yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa
kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak
dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik
kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.
Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan, apakah pasal-pasal
tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban

terbatas (strict liability) Kalau benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita



juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-

pasal pelanggaran.
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

Untuk mengetahui  kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem
pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundang-

undangan dibawah ini :

a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

¢. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari
ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek

delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan.

Dari masing-masing undang-undang tersebut dapat dianalisis kecenderungan
legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan
perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada

perkembangan kejahatan.

Baik negara-negara civil law  maupun common law, umumnya
pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam
hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang
justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak

dipertanggungjawabkan'’. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif

7 Andi Zaenal Abidin.op.cit. hal 260



dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya

merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana.
Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti
dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan
syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang

pembuat tindak pidana®®.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum
pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin
pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan
demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal

dipahami oleh pembuat.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak
pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu
adalah tindak pidana yang dilakukannya. terjadinya pertanggungjawaban pidana
karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang
dibangun oleh hukum pidana untuk berekasi terhadap pelanggaran atas

kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi
pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan

tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak

'8 Choerul Huda. op.cit., hal. 62



pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan
tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah

hal yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana.

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian Fidusia menurut UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(UUJF) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak
bergerak Kkhususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan Fidusia
merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi

para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga,
tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak
kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.
Pengalihan hak atas piutang dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah cessie
yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah

tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima



Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas
piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Ketentuan ini mengakui prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian dari
peraturan perundangundangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak
atas kebendaan in rem. Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi
Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan
Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka
Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang
dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan

dalam rangka kegiatan usahanya.

Maksud dengan setara tidak hanya nialinya tetapi iuga jenisnya. maksud dengan
cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian
pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. maksud
dengan harga pasar adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat
penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari

pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia
tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang
tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan
sendirinya Jaminan Fldusia yang bersangkutan menjadi hapus. Pengertian
hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa

keterangan yang dibuat kreditor.



2. Sifat Dan Ruang Lingkup Fidusia

a. Sifat Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :
“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedududkan yang diutamakan kepada penerima
fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Hal ini berarti UUJF secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah

jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid) yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak didahulukan terhadap kreditur

lainnya dan hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi. Hak

Jaminan kebendaan atas benda bergerak dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu

gadai dan fidusia. Mengenai hak jaminan fidusia terjadi dalam proses sebagai

berikut: ™

1. Janji untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan fidusia apabila

debitur cedera janji yang dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam
uang (perjanjian kredit).

Perjanjian pemberian jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta jaminan.
3. Pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

N

Dengan demikian selama jaminan fidusia ini tunduk pada pendaftaran, maka
jaminan fidusia ini merupakan jaminan kebendaan dan bukan perjanjian obligatoir
yang melahirkan perjanjian yang bersifat perorangan (persoonlijke). Pasal 4 UUJF
juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian

asseccoir dari suatu perjanjian pokok yang mewajibkan kepada para pihak untuk

¥ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Rajawali Press, Jakarta, 2000, him. 7.



memenuhi prestasi yang berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak

berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian

asseccoir, perjanjian fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian
pokok;

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan apabila yang

disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

b. Ruang lingkup Jaminan Fidusia

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak
yang terdiri dari benda persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan
mesin, dan kendaraan bermotor.

Mengenai objek benda tidak bergerak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 372.K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 mengenai perkara
antara BNI Unit | Semarang (dahulu tergugat pembanding) melawan Lo Ding
Siang sebagai tergugat (dahulu tergugat terbanding) yang perkaranya menyangkut
penyerahan hak milik secara kepercayaan atas barang-barang bergerak dan sebuah
percetakan serta gedung perkantoran, dimana dinyatakan bahwa jaminan fidusia
atas gedung perkantoran tersebut ternyata dinyatakan batal. Alasan Mahkamah
Agung karena jaminan fidusia hanya dapat dibuat berkenaan dengan barang-
barang bergerak dan rumah dipandang sebagai barang tetap (onroerend) sehingga
lembaga jaminan fidusia tidak dapat dipergunakan sekalipun untuk rumah yang

telah dibangun diatas tanah milik orang lain.



Dengan berlakunya UUJF, Pasal 2 Undang-undang ini memberikan batas dan
ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian
yang bertujuan untuk membebani dengan jaminan fidusia, yang kemudian
ditegaskan kembali dalam Pasal 3 UUJF yang menyatakan dengan tegas bahwa
UUJF tidak berlaku terhadap :

a) Hak Tanggungan yang berkaitang dengan tanah dan bangunan sepanjang
peraturan perundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda
tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain
y_ang_tidak dapat dibebani hak tanggungan dapat dijadikan objek jaminan

b) E?;gllak atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3
atau lebih;

c) Hipotik atas pesawat terbang; dan

d) Gadai.

3. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan Fidusia adalah berdasarkan ketentuan ini, bangunan di atas tanah

milik orang lain yang tidak dapat di bebani Hak Tanggungan berdasarkan

Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan

objek Jaminan Fidusia. Dengan keluarnya UUJF dapat saja Jaminan Fidusia

diberikan terhadap bangunan yang tidak bisa dijaminkan melalui Hak

Tanggungan.

Terhadap bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, maka

dengan keluarnya UUJF dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, tetapi sampai

saat ini belum pernah terjadi hal tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia

(selanjutnya diebut dengan KPF) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manuia Sumatera Utara. Namun ada yang ingin melakukan pembebanan

Jaminan Fidusia dengan objek tersebut, akan tetapi pihak Kantor Pendaftaran

Fidusia tidak melakukan karena adanya keraguan dengan perangkat undang-



undang yang dikeluarkan tersebut apakah dapat melindungi hak-hak pihak
kreditor. Sepanjang perjanjian itu bertujuan untuk membebani benda dengan

Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk pada UUJF.

Pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia itu benda bergerak
yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan
mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas
pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia objek Jaminan Fidusia
diberikan pengertian yang luas, yaitu :

1. Benda bergerak yang berwujud;

2. Benda bergerak yang tidak berwujud,;

3. Benda bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Dalam pasal 1 angka 4 UUJF diberikan perumusan batasan yang dimaksud

dengan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak
terdaftar, yang bergerak maupaun yang tidak bergerak yang tidak dapat

disebani Hak Tanggungan atau Hipotek ”

Dari bunyi perumusan benda dalam Pasal 1 angka 4 UUJF di atas, objek Jaminan
Fidusia ini meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak
dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat bahwa
kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan, sehingga dengan demikian objek

Jaminan Fidusia meliputi :



a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

b. Benda atas benda berwujud;

c. Benda atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;

d. Dapat atas benda yang terdaftar;

e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;

f. Benda bergerak;

g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;

h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.

Dengan kata lain, objek Jaminan Fidusia itu berupa :

a) Benda bergerak yang berwujud,;

b) Benda bergerak yang tidak berwujud;

c) Benda bergerak yang tidak terdaftar;

d) Benda bergerak yang tidak terdaftar;

e) Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak
Tanggungan;

f) Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek;

g) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

4. Subjek Jaminan Fidusia.

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan

jaminan fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang

peraorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia,

bisa debitur sendiri maupun pihak ketiga. Sedangkan penerima fidusia adalah



orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya
dijamin dengan jaminan fidusia.

Penerima fidusia tidak bisa lain daripada kreditur yang bisa lebih dari satu dalam
rangka pembayaran kredit konsorsium. Jadi syarat pihak pemberi fidusia adalah
pemilik benda yang dibebani fidusia, sehingga berwenang mengalihkan hak
kepemilikan benda tersebut. Akan tetapi, apabila benda yang menjadi objek
jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak terdaftar menurut UU seperti
barang-barang perhiasan, akan sangat sulit bagi pemerima fidusia untuk
menyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar sebagai pemilik atas benda itu,
karena Pasal 1977 BW menentukan barang siapa yang menguasai kebendaan

bergerak, ia di anggap sebagai pemilik.?

2 Usman Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta,2009. Hal. 160



